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PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIEAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Al AMIN
KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGEA

KEFALA DINAS PERDIDIEAN EABUPATEN MAJALENGEA,

Menimbang

Menpmpat

.

Bahwa dalam rangkea meninglatlan dava tampung
bag siswa lulusan BSelkolah Menengah [Pertama
(8MF), Madrasah Tsanawiyabh (MTs] dan Program
Hesetaraem faket B di  Kecamatan Sindang
Kabupaten Majalengka dan  sekitarnyva perlo
meryediakan sarana dan prasarvana pendidikan vang
memadai;

Bahwa berdasarzan Surat ketua Yayasan Al Amin
Nomor ; O01/SK-YIA/X/2015 Tanggal & September
2018 Perthal Permohonan perpanjangan lain
Operazional Selcolah Menenpah Kejurvan Al Amin,
dan hasil Verfikxasi Kelayekan Pendirian/Pemberian
lzin Operasional Sekolah Menengah Kejurnaan Tabhun
2015, Sekolah Menengah Kepuruwan (SME) Al Armin
Fecamatan Smvdang dinyatakan lavak untuk
dibernkan wn operasionsl yvanpe ditetaplsn dengan
Eepuiusan Kepala Dmas Pendidikan Kabupaten
Majalemgka,

Undang undang Republik Mmdonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang  Pembenlukan Diacrah-Dacrah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsl Jawa Barat
{Berita MNegara. Republik Indomesia Tahun 1950],
selagrimana telah dickah dengan Undang-Undang
Mormor 4 Tahun 1968 tentang  pembeniukan
Kabupaten Purwaleuta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
Q50 tentang  [Pembentulan Dasrah-Daerah
Kabupaten Dralam Lingkungan Provinsl Djawa Baral
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1963
Nomor 31, Tambahan Lembuaran Negara Republik
Fndonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Repuhlik Tndonesia Womeoe 20
Tahun 2003 entang Sistem Pendidikan MNasional
(Leinbaran Megara Republk Indonesia Tahuor 2003
Nomaor Th, Tambahan Lombaran Negara Republik
indonesia Nomor 4301]:

Undang Undang Nomarl  Tahuan 2004 tenang
Perrendahardan Noegsra (Lembaran Negara Eepublik
Tndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Neogara Republik Indonesia Nomor 43535);
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Undang-Undung Nomor 15 ‘Tahun 2004 tentang
Petneriksaan  Pengelolaan  dan Tangpungfawalb
Keuangan Negara  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 66, Tambahon
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomeor 44000

Undazg-Undang Republik  Tndoncaia  Nomer 32
Tahun 2001  tenleng Pemerintahan  Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesiz tahun 2004
Nomor 135, Tambaban Lembaran Negara RKepublilc
Indonesia Nomaor 4437). scbagaimana telah beberapa
kali dinbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tabun 2008 tentang Peorubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dhaerah (Lembaran Negarn Fepublil
Indonesis  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik hwdonesia Nomor 4484}

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Anlara Pemerinlah Pusat
dar Pemerintah Daerah [Lemharsn Negara Repubbik
Indonesia Tahun 2004 MNormor 126, Tamhbaban
Lembaran Hepara Republik Tndonesia Nomor 44358);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentikan Peratursm Perundang-undangan
lembaran Ncogara Eepublike Indonesia Tahun 2011
Mormor 32, Tainbahan Lembaran Negara Fepublik
Thdonesin Nomer 5234

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Masional Pendidikan [Lembaran Negara
Eepublilk Indonesia Taohun 2005 Nomor 41,
tambahan lembaran MNcgara Republik Indonesia
Nomaor 4496] sebagaimana telah dinbah  dengan
peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perulbahisn  alas Peratuan Pemerintah Nomor 19
lahtin 20009 tentang Stonmdar Nasional Pendidikan
(Lembaran Nepara Republik [Todonesia Tahun 2013
Mornor 71 Tambahan Lembaran NWepara Republik
Indomesia Tahun 2013 Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomer 54 1{};

Peraturan Pemerinliah Nommor 79 Tahun 2005 tentans
Pedoman Permnbinasn dan Pengawasan
Pervelenpggaramy Pomerntahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nommor 165,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4393)

Peraturan Pemerintah Republik Tndonesia Nomor 38
Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan
Pemeriniahan Anlams  Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsidan Pernerintah Daerah
Kabupsten/Hota  [Lembaran  Negara  Republik
Incddonesia Tahoun 2007 Nomor 32, Toambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Komor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisazi  Ferangkal Dacrah (Lembaran MNegars
Republik Indonesia Tehun 2007 Nomor B9,
Tambahan Lembaran Negara  Repuhblik Tndonesia
Nomor 4730);

Feraturatn  Menteri lPendidikan dan  Kebudayaan
Republik Indonesia Momaor 21 Tahun 2016 Tentans
Jlandar Isi Satuan Pendidikan Tasar dan Menengah

Peraturan  Mentenn Pendidiltan dan Kehudasaan
Republik Indonesia Nomor 23 lshun 2016 Tentang
Standar Pemlaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Repultik Indoncsia Nomor 17
Tahun 2010 tenftang Fengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan [(Lembaran  Negara
Fopublik Indenesia Tahun 2010 Momor 23,
Tambahan Lembaran MNegara Repubdik Mmdomesia
Nomer b1l0%| sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintak Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Ferubahan atas Peratiran Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 letilang pengelclaan dan
penyelenggaraan Pendidiken  (Lembaran  Negara
Republil  Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia
Tabhuan 2013 Nomor 5157);

FPeraturan Menteri Pendidikan MNasional Nommoer 69
Taliun 2009 tentang Siandar Biava Operasi Non
personalia Tabwun AD0Y untulke Seloolah
DPasar/Madrasab Ihudaivah  (SD/JML,  Selolah
Menegah Pertama {Medrasah Teanawivah
{(SMI*MMTsj, Sekolah Menengah Atas!Madrasah
Alivah (SMA/MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SME],
Selzolah Dasar Luar Biasa (SDLE), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa [SMPLB) dan 3ekolah Mepengah
Atas Tuar Bigss (SMALE]:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan
Nomor Bl A Tahun 2013 Tentang Implementasi
Kuriknlum;

Peraluran Dacral: Kabupaten Majalengks Numor 2
Tahuin 2008 tentang Urusan Pemerintahan Dacrzh
Kabupaten Majalengla {Lembaran Dacrah Kabupaten
Majalenglka “Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Dasrah Kabupaten Majalenglea Nomor 1)

Peraharan Thcrah Kabupaten Majalenglsm Namear 2
Tahun 20049 toentang  Pokok-poliol:  Pengelolaan
keuangan Dacrah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 20009 Nomaor
3l;

Peraturan Daerah Kabupaten Rajalengle Nomor 14
Tahun 2016 wntang Organisasi Perangkat Daerah
Kabhupaien WMajalenglbe;
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Memherikan Izin Operasional pada Satuan Pendidikan
Sekolalr  Menengah Kejuruan Al Amin  Kecamatan
Sindang Rabupaten Majalengks dengan identitas schagai
berikut:
Nama Sekolah : SME AL AMIN
Frogram Keahlian /Kompetensi:

A Teknik Komputer dan Jaringan {TH.])

L. Peknik Kendarasnn Hingan (TER|

©, Akuntansi,
Alamat Bckolah @ JL Cibirg o, 01 Desa Sangkanhurip
kecamalan Sindang, Kabupalen Majslongks.,

[zin Operasional sebagaimana dimaksud peda dikium
KESATL berlaku sejal ditelapkannya Eeputusan ini.

Dengan berlalunva akeputusan ini, tmaka Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majelengks Nomor
165 TAHUN 2013 tanggal 18 Seprembor 2013, dinyatakan
tidal: bertalha,

Kepatusan ini mualai berlaku scjak tanggal ditetapkan,
demgan ketentuan gpabila dikemudian hari temyats
terdapat  kekeliruan  didalamnya, akan  diadakan
perubahban sebapgpimana mestinya.

WERNkA S, Di Majalengka
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